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ABSTRACT

This research examines the implementation of an accelerated media transfer
program for land documents at the Mataram City Land Office, driven by the target
of achieving Complete City status within a three-month deadline. This extreme time
pressure created a fundamental paradox between the demand for speed and the
imperative to maintain data quality. Consequently, a series of critical challenges
arose, including a rigid and bottleneck-prone workflow, the unreliability of the core
technology system, the heavy burden of poor-quality legacy data, and a regulatory
void that failed to provide legal protection for implementing staff, leading to anxiety

and operational dilemmas.

In response, the Mataram City Land Office developed a series of informal,
adaptive strategies to cope. These strategies included using an alternative workflow
system based on Google Sheets to maintain momentum, utilizing the Section Head's
Electronic Signature as an internal accountability "shield," and escalating
technical issues as a risk transfer mechanism. However, success in meeting the
target was achieved through a high-risk strategic compromise: shifting the meaning
of "validation" from verifying factual conditions in the field to merely ensuring
conformity with the existing source documents. This decision consciously accepted
the risk of permanently locking potentially inaccurate data into the digital system,

which could become a source of future land disputes.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA), Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban yang sangat
penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah bagi seluruh
rakyatnya (Maniwu, 2022). Kepastian hukum ini tidak hanya melindungi hak
perorangan, tetapi juga menjadi dasar penting bagi stabilitas sosial,
pembangunan ekonomi, dan pencegahan konflik pertanahan. Selama puluhan
tahun, proses ini dijalankan dengan sistem lama (analog) yang mengandalkan

dokumen fisik seperti warkah dan sertipikat.

Seiring waktu, sistem analog atau manual ini terbukti memiliki kelemahan
yang besar. Peristiwa seperti tsunami di Aceh (2004), kebakaran arsip di Klaten
(2021), dan banjir di Hulu Sungai Tengah (2021) menunjukkan betapa rapuhnya
dokumen pertanahan dalam bentuk fisik. Hilang atau rusaknya dokumen akibat
bencana tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga berisiko
menghapus bukti kepemilikan yang sah dan menciptakan masalah hukum
(Sholikhah & Fitri, 2025). Untuk menjawab tantangan ini dan memodernisasi
administrasi pertanahan, pemerintah menetapkan kebijakan transformasi digital

sebagai prioritas nasional.

Landasan hukum utama untuk transformasi digital ini adalah Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas
Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Maniwu, 2022).
Peraturan ini membawa perubahan besar dengan membuka jalan bagi
pendaftaran tanah secara elektronik, serta mengakui data dan dokumen digital
sebagai alat bukti yang sah di mata hukum (Ardiansyah & Winanti, 2024).
Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan secara teknis melalui Peraturan
Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023. Peraturan Menteri ini berfungsi

sebagai pedoman bagi seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia dalam



menerbitkan dokumen elektronik, seperti Sertipikat Elektronik (Sertipikat-el),
Buku Tanah Elektronik (BT-el), dan Surat Ukur Elektronik (SU-el).

Proses yang sangat penting untuk mengubah jutaan dokumen pertanahan
dari format fisik ke format digital yang terintegrasi dan aman dikenal dengan
istilah alih media. Alih media lebih dari sekadar pemindaian (scanning); proses
ini merupakan rangkaian kegiatan sistematis yang meliputi digitalisasi,
verifikasi, validasi, serta penggabungan data fisik dan data hukum (yuridis) ke
dalam sistem elektronik terpusat, yaitu Komputerisasi Kegiatan Pertanahan
(KKP). Keberhasilan alih media akan menentukan seberapa efektif dan andal

sistem pertanahan elektronik secara keseluruhan di masa depan (Dahani, 2022).

Menyadari pentingnya percepatan peralihan ini, pemerintah meluncurkan
program khusus dengan menetapkan 104 Kantor Pertanahan Prioritas sebagai
garda terdepan dalam penerapan layanan elektronik. Kantor Pertanahan Kota
Mataram termasuk salah satu dari kantor prioritas tersebut, yang membuatnya
berada di bawah tekanan untuk mencapai target dalam waktu yang singkat. Data
per 4 Maret 2025 menunjukkan kinerja yang impresif dari Kantor Pertanahan
Kota Mataram, dengan capaian Pra BT-el sebesar 73,68% dan Pra SU-el sebesar
61,21%

Tabel 1. Peningkatan Kuantitas Produk Alih Media Kantor Pertanahan Kota

Mataram
NO Bulan Pra Jumlah Pra BT- Pra Jumlah Pra SU- Pra SU-el

Sertel BT el BT(%) su el (%)

Oktober 2024 | 62.643 | 123.926 | 75665 | 61,06 | 157.130 | 81.198 51,68
Peningkatan | 16.303 19 13831 | 11,15 76 11.983 7,59
Nog’gglber 78.946 | 123945 | 89496 | 7221 | 157.206 | 93.181 59,27
Peningkatan | 4.382 103 1.883 1,45 94 3.092 1,93
Dezsg?fer 83.328 | 124.048 | 91379 | 7366 | 157.300 | 96.273 61,2
Peningkatan 175 121 105 0,02 128 93 0,01

Mei 2025 83503 | 124.169 | 91484 | 73,68 | 157.428 | 96.366 61,21

Sumber: Hasil Olahan Peneliti dari Sistem KKP (2025)




Di balik capaian jumlah yang mengagumkan tersebut, proses percepatan ini
memunculkan sebuah pertentangan mendasar, yaitu antara tuntutan untuk
menyelesaikan target dengan cepat dan keharusan untuk menjaga akurasi data.
Kondisi inilah yang menjadi inti dari penelitian ini. Proses alih media yang
dipercepat sangat rentan terhadap berbagai masalah, mulai dari tantangan teknis
(data tidak akurat), kinerja sistem, hingga faktor sumber daya manusia (human
error) (Pelayanan Digital di Indonesia Dinilai Kurang Optimal, 2023).
Fenomena ini sejalan dengan tantangan digitalisasi layanan publik di Indonesia
secara umum, yang masih terkendala oleh isu seperti platform yang tidak

terintegrasi dan kesenjangan digital.

Walaupun kebijakan digitalisasi pertanahan sudah jelas, terdapat
kekurangan pemahaman mengenai masalah riil dan strategi penyesuaian yang
terjadi di lapangan saat proses alih media dipaksakan berjalan cepat. Penelitian
yang secara spesifik mengkaji cara institusi publik mengatasi pertentangan

antara kecepatan dan kualitas dalam konteks ini masih sangat terbatas.

Penelitian ini berupaya menjawab kekurangan tersebut dengan menjadikan
Kantor Pertanahan Kota Mataram sebagai studi kasus. Sebagai salah satu kantor
dengan kinerja percepatan tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kantor
Pertanahan Kota Mataram menawarkan kesempatan unik untuk memahami
secara mendalam berbagai tantangan yang muncul serta strategi yang
dikembangkan untuk menanganinya. Atas dasar itulah, penelitian ini diajukan
dengan judul: "Problematika dan Strategi Pelaksanaan Alih Media di Kantor
Pertanahan Kota Mataram." Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan,

penelitian ini akan fokus untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan alih media di Kantor Pertanahan Kota Mataram?
2. Apa saja problematika yang muncul dalam pelaksanaan alih media di
Kantor Pertanahan Kota Mataram?
3. Bagaimana strategi Kantor Pertanahan Kota Mataram dalam mengatasi

hambatan dalam pelaksanaan alih media?



C. Tujuan

1. Mengetahui Pelaksanaan alih media di Kantor Pertanahan Kota Mataram.

2. Mengetahui problematika yang muncul dalam Pelaksanaan alih media di

Kantor Pertanahan Kota Mataram

3. Mengetahui strategi Kantor Pertanahan Kota Mataram dalam mengatasi

hambatan dalam alih media.

D. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

a.

Studi ini diharapkan dapat memperkaya teori administrasi pertanahan,
terutama dalam konteks penerapan teknologi digital di layanan publik.
Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi
keberhasilan atau kegagalan proses alih media. Temuan ini menjadi
penting sebagai dasar riset selanjutnya tentang penggunaan teknologi di
pemerintahan.

Studi ini menawarkan kerangka analisis sistematis untuk memahami
masalah yang muncul selama proses alih media. Kerangka ini bisa

menjadi panduan bagi penelitian serupa di lembaga atau situasi lain.

B. Manfaat Praktis

a.

Hasil penelitian dapat menjadi masukan penting bagi Kantor Pertanahan
Kota Mataram dan lembaga terkait untuk menyusun atau memperbaiki
kebijakan serta prosedur alih media. Mengidentifikasi masalah dan
strategi efektif akan membantu menciptakan regulasi yang lebih adaptif
dan efisien.

Dengan memahami masalah dan strategi yang tepat, Kantor Pertanahan
Kota Mataram bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses alih
media. Ini akan berdampak positif pada kualitas layanan masyarakat,
mempercepat pendaftaran tanah, dan mengurangi potensi sengketa.
Temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan dan panduan bagi kantor
pertanahan di kota/kabupaten lain di Indonesia yang berencana atau
sedang menjalankan program alih media. Strategi yang berhasil di

Kantor Pertanahan Kota Mataram dapat menjadi contoh praktik terbaik.



E. Batasan Penelitian

1.

Penelitian ini berfokus pada hasil pelaksanaan alih media pada 1 Oktober
2024 hingga 31 Desember 2024 pada Kantor Pertanahan Kota Mataram

Penelitian ini lebih berfokus pada alih media untuk dokumen yang ada pada
ruang warkah dan tidak terlalu mendalami terkait dengan alih media yang

berasal dari permohonan di loket pertanahan.

. Penelitian ini hanya berfokus pada kasus di Kantor Pertanahan Kota

Mataram yang merupakan salah satu dari 104 Kantor Pertanahan Prioritas

yang ditetapkan di Indonesia.



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Pelaksanaan alih media di Kantor Pertanahan Kota Mataram berlangsung
dalam konteks program akselerasi yang didorong oleh target pencapaian
status Kota Lengkap dalam tenggat waktu tiga bulan. Proses ini
diimplementasikan melalui alur kerja yang sistematis namun kaku, di mana
validasi data spasial (Surat Ukur) menjadi prasyarat mutlak yang harus
diselesaikan 100% sebelum validasi data tekstual (Buku Tanah) dapat
dimulai. Pelaksanaannya melibatkan berbagai sumber daya, termasuk staf
internal, bantuan eksternal dari alumni STPN, serta pemanfaatan teknologi
seperti sistem KKP, aplikasi verifikasi ganda SITATA, dan spreadsheet untuk
koordinasi.

Problematika utama yang muncul bersumber dari benturan antara tuntutan
kecepatan dan keharusan menjaga kualitas data. Secara spesifik,
problematika tersebut meliputi: (a) Proses dan Teknologi: Alur kerja
sekuensial yang kaku menciptakan risiko kemacetan proses, sementara
sistem inti (KKP) yang tidak andal dan ketergantungan pada respons tim IT
pusat yang lambat menghambat momentum kerja. (b) Kualitas Data dan
Risiko Hukum: Kualitas data warisan yang buruk (salah ketik, nomor
ganda) memperlambat proses verifikasi, dan tekanan waktu memaksa
validasi dilakukan tanpa verifikasi lapangan, sehingga berisiko mengunci
data yang salah secara permanen. (c) Sumber Daya: Problematika paling
krusial adalah tidak adanya kerangka regulasi yang memberikan
perlindungan hukum eksplisit bagi staf pelaksana, yang menimbulkan
kecemasan dan keraguan dalam mengambil keputusan pengesahan data.
Strategi yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram bersifat
adaptif dan pragmatis untuk mengatasi hambatan yang ada. Untuk menjaga
kelancaran operasional, dikembangkan sistem alur kerja alternatif

menggunakan Google Sheets sebagai respons atas ketidakandalan sistem

&3



KKP. Untuk mengatasi risiko hukum yang dirasakan staf, alur persetujuan
hierarkis dengan TTE atasan difungsikan sebagai perisai hukum informal.
Namun, strategi paling signifikan adalah kompromi berisiko tinggi dengan
menggeser makna validasi dari kesesuaian kondisi lapangan menjadi
kesesuaian dengan dokumen sumber, sebuah langkah yang memungkinkan
pencapaian target waktu namun secara sadar menerima risiko
ketidakakuratan data jangka panjang.

B. Saran

1. Untuk Kantor Pertanahan Kota Mataram (Operasional)

e Disarankan untuk melakukan audit sampling berbasis risiko terhadap
hasil alih media untuk mengidentifikasi dan memitigasi kesalahan fatal
pada data sertipikat sebelum menimbulkan sengketa.

e Susun panduan praktis atau buku saku berdasarkan pelajaran yang
didapat selama akselerasi untuk menstandarkan penanganan kasus sulit
yang bisa saja terjadi lagi di kemudian hari.

2. Untuk Kementerian ATR/BPN (Kebijakan)

e Kebijakan di masa depan harus didasarkan pada penilaian kesiapan
(readiness assessment) di tingkat lokal untuk menetapkan target waktu
yang realistis tanpa mengorbankan kualitas.

e Tingkatkan keandalan dan fungsionalitas sistem KKP dan ITMS secara
masif untuk mengurangi ketergantungan pada sistem alternatif dan
mempercepat respons teknis dari pusat.

3. Untuk Penelitian Selanjutnya (Akademis)

e Lakukan penelitian lanjutan untuk mengukur dampak nyata dari risiko
data pelaksanaan akseleresasi alih media di Kota Mataram dalam 3-5
tahun ke depan.

e Bandingkan strategi adaptif di berbagai kantor pertanahan prioritas
untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan respons

kelembagaan.
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e Analisis dampak psikologis dari bekerja di bawah tekanan tinggi dan

ambiguitas hukum terhadap para pelaksana di garda terdepan.
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